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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK, 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERKAWINAN 

CAMPURAN 

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

V Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa : (Satijipto Raharjo, 2000) 

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan 

moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.” 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Siburian, 2020) 

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa : (Putra, 1993) 

“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 
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juga prediktif dan antisipatif.” 

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. 

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015) 

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam 

hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan 

pemulihan hak–hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka 

perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek 

hukum tertentu.” 

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak 

berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai 

hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.  

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi 

yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald (Susanto, 2016), 

ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:  

a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga

disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi

sasaran dari hak;

b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang

kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
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c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain untuk 

melakukan (commission) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan 

(omission). Hal ini disebut sebagai isi hak;  

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut 

sebagai objek dari hak; dan 

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa 

tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.  

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015) 

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum 

antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas  hukum 

yang berhubungan dengan hukum perdata.” 

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum 

yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, 

dimana pada saat mengemas klausul–klausul dalam kesepakatan, kedua 

belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata 

kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui 

klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan 

klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. 

M. Isnaeni, berpendapat bahwa : (Isnaeni, 2016) 

“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan 

perlindungan hukum internal.” 

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, 
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disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam 

artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas 

dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk 

menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan 

saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.  

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat 

regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang 

-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara 

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang 

sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat 

dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi 

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka 

kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-

perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 

proporsional. 

2. Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Muchsin, menyatakan bahwa : (Muchsin, 2003) 

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 
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Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban.” 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

b. Perlindungan Hukum Represif

CST Kansil, menyatakan bahwa : (Kansil, 1989) 

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 

hukum.” 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 
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menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 

Muntakir menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk 

mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, 

dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum 

positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di 

masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan 

damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di 

dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan 

(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, 

menyatakan bahwa : (P.M. Hadjon, 1987) 

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit); 

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit); 

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan 
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d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, 

adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 

perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan 

menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan 

hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. 

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan 

hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus 

memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum 

yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu 

sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan 

mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan 
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kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan 

perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara 

umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, 

kedamaian, kebenaran dan keadilan. 

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat 

substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun 

fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat. 

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang 

menyatakan bahwa :  

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang 

penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum 

juga berperan pada aktivitas sehari-hari.” 

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : (Peter Mahmud 

Marzuki, 2008) 

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) 

maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 

sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian 

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam 

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 
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putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 

hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah 

diputuskan.” 

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 

logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa : 

(Djubaedillah, 2013) 

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian 

hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 

aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau 

bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, 

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal 

demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga 

akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus 

dipulihkan seperti sediakala.” 

 

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai 

daya prediktibilitas. 
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B. Tinjauan Pustaka Mengenai Anak 

1. Pengertian Anak 

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang 

diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih 

dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian 

dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman 

dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. 

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa 

ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah 

berkawin, meninggalkan rumh ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya 

untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang 

berdiri sendiri. (Syafiyudin Sastrawujaya, 2007) 

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan 

tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 

tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga 

merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan 

penerus citacita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 

pembangunan Nasional, Anak adalah asset bangsa.  (Shanty Dellyana, 

2014) 

Hukum di Indonesia masih bersifat pluralisme mengenai anak. tu 

sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur scara 

tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :  
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a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan;

b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan;

c. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang

Perkawinan yang menyatak bahwa perkawinan hanya diizinkan

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun;

d. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak  yang menyatakan bahwa anak adalah

orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan)

tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah menikah;

e. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

adalah demi kepentingannya; dan
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f. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak  yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pernah kawin.  

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita 

bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. 

Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu 

Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir 

anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 

tahun. (Disa, 2014) 

2. Hak-Hak Anak 

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas 

kesejahteraan, yaitu :  

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; 

2) Hak atas pelayanan; 

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; 

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup; 

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama; 

6) Hak untuk memperoleh asuhan; 

7) Hak untuk memperoleh bantuan; 
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8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;

9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus;

10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menyatakan bahwa hak anak dalam Undang-Undang

ini meliputi:

1) Hak atas perlindungan;

2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf

kehidupannya;

3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

(a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan

khusus;

(b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

kemanusiaan;

(c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

5) Hak untuk beribadah menurut agamanya;

6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan

dibimbing;

7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social;

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
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Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur menganai hak 

anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:  

1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur 

hidup; 

2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan 

memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan 

usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 

kepentingannya; 

3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; 

4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang 

yang tertutup untuk umum.  

c. Pasal 4 -Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak meliputi:  

1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 

2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan; 

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya; 

4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social; 

5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran; 
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6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus; 

7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya; 

8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang; 

9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social; 

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan:  

a) Diskriminasi;  

b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  

c) Penelantaran;  

d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  

e) Ketidakadilan; dan  

f) Perlakuan salah lainnya.  

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :  

a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;  

d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 

dan  

e) Pelibatan dalam peperangan.  

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :  
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a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa;  

b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan  

c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 

anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 

untuk umum.  

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan 

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di 

Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara. Menindaklanjuti hal tersebut maka 

pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang 

memuat mengenai hak-hak anak. Wagiati Soetodjo dalam bukunya 

Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut: (Wagiati 

Soetodjo, 2010) 

a. Bidang kesehatan melalui Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 1 serta Pasal 3 

ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Kesehatan; 

b. Bidang pendidikan  
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1) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2) Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang 

Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. 

c. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 

1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi 

Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 

1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai 

Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo 

Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 

No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan 

Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia; dan 

d. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak; 

e. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ditentukan dalam Pasal 

76 D dan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; dan 

f. Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Menurut Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak  yang menyatakan bahwa : 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

 

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   meliputi : 

a. Perlindungan di bidang Agama  

1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya; 

2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga 

sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi 

pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi 

anak. 

b. Perlindungan di bidang Kesehatan  

1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak; 

2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan 

anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka 

pemerintah wajib memenuhinya; 
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3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan 

agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam 

kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; 

4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi 

anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. 

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi 

anak dari perbuatan :  

a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak 

tanpa memperhatikan kesehatan anak;  

b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan  

c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek 

penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan 

kepentingan yang terbaik bagi anak.  

c. Perlindungan di bidang Pendidikan  

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 

(sembilan) tahun untuk semua anak; 

2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan 

kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh 

pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa; 

3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan 

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus; 

4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya 

pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus 
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bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak 

yang bertempat tinggal di daerah terpencil; 

5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari 

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah 

atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau 

lembaga pendidikan lainnya.  

d. Perlindungan di bidang Sosial  

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan 

anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan 

perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial; 

2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan 

wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :  

a) Berpartisipasi;  

b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati 

nurani dan agamanya;  

c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan 

tahapan usia dan perkembangan anak;  

d) Bebas berserikat dan berkumpul;  

e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya 

seni budaya; dan  

f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan 

dan keselamatan.  

3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan 

kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang 
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berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk 

menetapkan anak sebagai anak terlantar; 

4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus 

menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan 

anak.  

e. Perlindungan Khusus

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter;

2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana,

dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:

a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang,

pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi,

jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang

cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum,

anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak

pidana, meliputi:

a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat

dan hak-hak anak;

b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak;
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e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 

f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga; dan  

g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi.  

4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 

meliputi:  

a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar 

lembaga;  

b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 

massa dan untuk menghindari labelisasi;  

c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi 

ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan  

d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan perkara.  

5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan 

terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk 

dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan 

ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri; 

6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual, meliputi:  
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a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak 

yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;  

b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan  

c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat 

pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam 

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi 

dan/atau seksual.  

7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, 

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 

rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat; 

8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan 

perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, 

perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh 

pemerintah dan masyarakat; 

9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi 

kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :  

a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan  

b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.  

10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan 

melalui upaya :  
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a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak anak; 

b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan  

c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk 

mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan 

individu.  

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 

rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. 

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak 

terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat 

dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

berbunyi:  

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 

kekerasan.” 

Berdasarkan bunyi Pasal 89 KUHPidana tersebut, pengertian 

kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan 

sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi 

pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang 

dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait 
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dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik. 

(Moertiono, 2019) 

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan: (Saptosih 

Ismiati, 2020) 

a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;  

b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau 

barang orang lain;  

c. Paksaan. 

Berbeda halnya dengan pengertian kekerasan menurut Kadish 

Sanford, menurutnya kekerasan adalah :  

“All type of illegal behaviour , either threatened or actual that 

result in the damage or destruction of property or in the injury 

or death of an individual.” 

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford 

tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama 

harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau 

sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya 

kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian. (Atmasasmita, 

2000) Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang 

diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul Saat Menuai 

Kejahatan, menurutnya kekerasan adalah: (Adang, 2010) 

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan 

orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, 
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atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya 

kemerdekaan orang lain.” 

Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. 

Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan 

bahwa : 

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah 

sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.” 

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah 

tangga. Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga dapat dilakukan secara objektif. (Moertiono, 2019) 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang 

jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam 

rumah tangga, sebagai berikut:  

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.”  
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Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada 

pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup 

kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki 

sebagai korban. 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan 

psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun 

bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kekerasan Fisik  

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan 

untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini 

dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat 

pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan 

dan tembakan. (Aroma Elmina Martha, 2003) 

Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik 

itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan 

paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini 

ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, 

penganiayaan, dan perkosaan. (Moertiono, 2019) 

Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka 

sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik 

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
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Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai 

berikut: 

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat.” 

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau 

ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu 

berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan 

martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. (Moertiono, 2019) 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan 

pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:  

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 

berat pada seseorang.” 

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat 

seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa 

memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. (Aroma Elmina 

Martha, 2003) Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan 

fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. 

(Aroma Elmina Martha, 2003) 

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

menyatakan bahwa  kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  meliputi :  

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan  

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu. 

d. Penelantaran Rumah Tangga 

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang 

PKDRT adalah : 

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku 

bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang 

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 

bawah kendali orang tersebut.  

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, 

baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh 

pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau 
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larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami 

melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarga, serta tidak memberikan uang belanja. (Aroma Elmina 

Martha, 2003) 

3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang 

tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Faktor penyebab terjadinya suatu 

kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan 

Cressey yang menyatakan:  (Mustafa, 2007) 

“Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka 

ragam dan bermacam-macam. Dan Bahwa faktor-faktor itu 

dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut 

suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, 

atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan 

kriminal tidak ada teori ilmiah.” 

Akan tetapi untuk melakkukan analisa faktor-faktor penyebab 

kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, 

yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang 

bersumber dari luar diri individu (ektern), yaitu : (Mustafa, 2007) 

a. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai 

hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada 

karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk 

faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau 

yang bersifat umum.  
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1) Faktor Intern Bersifat Khusus

Dalam Diri Individu Faktor intern yang bersifat khusus ini 

dikaitan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya 

tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu 

tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan 

penyimpangan atau kejahatan. 

Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan 

kejahatan, antara lain:  

a) Sakit Jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki 

kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain 

seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi 

penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa 

yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena 

pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk 

masa depannya; 

b) Daya Emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul 

dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya 

ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri 

seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. 

Seseorang yang memiliki daya emosial rendah akan memiliki 
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kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, 

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional 

tinggi.  

c) Rendahnya Mental  

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya 

intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki daya 

intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena 

merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat 

seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi 

berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang 

tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai 

dalam kelompok masyarakat.  

d) Anomi  

Anomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini 

terjadi pada saat seseorang berhadapan dengan kejadian atau 

perubahan yang belum perrnah dialaminya, atau berhadapan 

dengan hal baru yang mana dalam penyelesaiannya 

membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam 

keadaan anomi dikatakan dapat melakukan perbuatan 

menyimpang karena dalam keadaan ini seseorang akan menjadi 

mudah dipengaruhi.  

2) Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu Menurut Hari 

Saherodji (1980), sifat umum dalam diri individu dapat 
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dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, yaitu: 

a) Umur

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh 

yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal 

ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen 

yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. 

Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh 

umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain 

disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan 

umurnya.  

b) Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik 

seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih 

kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih 

besar dilakukan oleh seorang laki-laki.  

c) Kedudukan Individu

Dalam Masyarakat Kedudukan individu dalam 

masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat 

yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki 

kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan 

penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang 

memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman 

dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain 

itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga 
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memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, 

setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat 

dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu 

merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau 

masyarakat yang berada dibawahnya).  

d) Pendidikan  

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia 

seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi 

biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat 

bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang 

yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi 

dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian 

bahwa seseorang yang memiliki intelegensia rendah memiliki 

kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.  

e) Masalah Rekreasi atau Hiburan  

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang terlihat 

sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau 

kejahatan. Tetapi dalam realitasnya, rekreasi atau hiburan ini 

memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya 

penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi atau 

hiburan biasanya akan merasakan jenuh dan kemudian pada 

puncak kejenuhannya akan melakukan penyimpangan.  

b. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)  

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) 
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merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri 

seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang 

bersumber dari luar diri antara lain: 

1) Faktor Ekonomi  

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan 

sebagai penutup faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan 

terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukan oleh Marx 

yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu 

sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi 

kapitalis. 

2) Faktor Agama  

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia setidaknya 

memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin 

seorang taat kepada agamanya semakin kecil kemungkinan orang 

tersebut untuk berbuat jahat. Seperti yang dikatakan oleh Florence 

Greenhoe Robins, dalam bukunya, Education Sociology 

menyatakan bahwa : 

“Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang 

utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, 

agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.”  

 

3) Faktor Bacaan  

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki 

pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seeorang, akan 

tetapi tidak selalu menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan.40 
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Bacaan yang buruk dapat saja membelokan kecenderungan 

perilaku kriminal seseorang dengan cara memberikan kepuasan 

kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang 

membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam 

bacaannya. Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang 

dilakukan di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang 

mana dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa faktor bacaan 

hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. 

Tetapi bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat jahat 

biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh dengan bacaan 

yang buruk yang mana bacaan tersebut mudah didapat, dan isinya 

ringan.  

4) Faktor Film

Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap lebih 

berbahaya daripada bacaan. Hal ini dikarenakan film akan 

memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai tindak 

kekerasan yang mungkin ada dalam film yang dilihat. Gambaran 

tersebut biasanya akan memberikan khayalan kepada penontonnya, 

sehingga setelah selesai menonton film seseorang cenderung akan 

meniru apa yang ada di dalam film tersebut. 

D. Tinjauan Pustaka Mengenai Perkawinan Campuran

1. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Staatbald 1989

Nomor 158

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
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Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit 

tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut dengan Regeling op de 

Gemengde Huwelijken S. yang selesai dibuat pada tahun 1896 dan 

diundangkan pada tahun 1898. (Bunyamin, 2022) 

Menurut Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158  

menyatakan bahwa : 

“Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan 

antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – 

hukum yang berlainan.” 

Menurut GHR  antara orang – orang yang di Indonesia tunduk 

kepada hukum – hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan. 

Hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adalah 

perbedaan kewarganegaraan. (Arub Charisma Maulidina, 2011) 

2. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan  menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan 

campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk 

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan 

salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang 
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– Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembentukan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang 

– Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan 

pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara 

warga negara Indonesia dan warga negara asing.  

Di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana 

perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – 

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa  

perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan 

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya 

perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang 

– Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dipenuhi, 

artinya perkawinan bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata 

Internasional Indonesia 

Dalam Hukum Perdata Internasional, persoalan mengenai 

perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang paling vulnerable 

terhadap persoalan – persoalan Hukum Perdata Internasional. (Bayu Seto 

Hardjowahono, 2006) Perkawinan transnasional adalah perkawinan yang 
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dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan 

tunduk pada hukum nasional dua negara yang berbeda. Pada Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang 

– Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagua dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

esa.” 

Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dan wanita 

yang masing – masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang 

berbeda akan memunculkan persoalan – persoalan hukum perdata 

internasional dalam bidang hukum keluarga. Di dalam hukum perdata 

internasional permasalahan pokoknya adalah sistem hukum manakah yang 

harus diberlakukan terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi. 

(Ridwan Halim, 2016) 

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua 

pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan 

campuran beda kewarganegaraan, yaitu : (Hilman Hadikusuma, 2015) 

a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran 

adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak – pihak yang 

berbeda domisili; 

b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap 

sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda 

kewarganegaraan atau nasionalitasnya. 


